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Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, dan 
Keamanan Mahfud MD 
mengindikasikan 
adanya tindak pidana 
korupsi dalam kasus 
Satelit Komunikasi 
Kementerian 
Pertahanan untuk Slot 
Orbit 123 derajat Bujur 
Timur (Slot Orbit 123). 

P
roses hukum telah dimulai qengan 
penyelidikan terhadap pengadaan 
satelit Kementerian Pertahanan 

(Kemenhan) oleh Kejaksaan Agung. 
Menjadi pertanyaan, apakah langkah 

hukum ini terkait dengan putusan ar
bitrase di Singapura yang baru-baru ini 
menghukum Kemenhan RI sebesar 20 
juta dollar AS karena wanprestasi kontrak 
sewa? Sebelurnnya, tahun 2019, Peng
adilan Arbitrase London juga menghu
kurn Kemenhan RI untuk membayar Rp 
515 miliar kepada penyedia satelit. 

Dua perkara berbeda 
Meski disebut sebagai pengadaan sa

telit untuk Slot Orbit 123, apabila dipel
ajari secara saksama, ada dua kasus yang 
berbeda. Kasus pertama adalah penga
daan satelit yang bersifat sementara de
ngan tujuan agar Indonesia tidak kehi
langan Slot Orbit 123 setelah tidak ber
fungsinya Satelit Garuda-1. Di sini yang 
menjadi pihak penyewa satelit adalah 
Avanti Communication Limited. 

Pada kasus pertama ini Kemeillian 
digugat atas dasar wanprestasi untuk se
bagian pembayaran sewa satelit di arbi
trase yang berkedudukan di London, ya
itu London Court of International Arbi
tration. Kasus kedua adalah pengadaan 
satelit yang sebenarnya untuk mengisi 
Slot Orbit 123 secara permanen dengan 

en edia satelit adalah Navayo, Airbus, 
Detente, Hogan Love!, dan Telesa La~ 
gi-lagi dalam kasus kedua ini Kemenhan 
digugat karena wanprestasi atas kontrak 
di pengadilan .arbitrase yang berkedu
dukan di Singapura. Kasus djputus Mei 
2021. . 

Upaya hukum 
Untuk dua kasus yang sama-sama 

telah diputus, baik di London- maupun 
Singapura itu, ada dua upaya hukum 
yang bisa dilakukan Pemerintah Indo
nesia. Pertama, proses pembatalan pu
tusan arbitrase atau yang disebut se
bagai · setting aside arbitration award. 
Inti dari proses hukum ini bukanlah 
banding sehingga tidak memasalahkan 
substansi yang diperkarakan. Proses hu-

' kurn ini terkait dengan prosedural da
lam berarbitrase. 

Upaya hukum ini harus dilakukan di 
pengadilan di mana putusan arbitrase 
dibuat. Jika arbitrase diputus di London, 
maka harus diajukan ke pengadilan 
London. Alasan untuk membatalkan 
pun harus berdasarkan hukum Inggris. 

Jika Pemerintah Indonesia melaku
kan opsi ini, kesulitannya adalah putus
an oleh arbitrase di London telah keluar 
pada 2018. Apakah dengan tenggang 
waktu yang lama, masih diperbolehkan 
oleh hukum Inggris untuk dilakukan 
pembatalan? 

,... Untuk putusan arbitrase dijatuhkan 

di Singapura, upaya hukum masih 
mun~ dilakukan mengingat putusan 
baru dibuat pada 2021. Jika pengadilan 
memutus bahwa putusan arbitrase di
ba~an, konsekuensinya adalah proses 
arb1trase .harus diulang. Terhadap pu
tusan arb1trase yang telah dibuat tidak 
dapat diminta untuk dipaksak~ oleh 
pengadilan negara mana pun. 

Indonesia pernah mengalarni hal ini 
dalam perkara Karaha Bodas Company 
~C) melawan Pertarnina (yang harus 
dibedakan dengan PT Pertarnina saat 
ini). Han~ saja, ~paya pembatalan pu
tusan arb1trase di Geneva saat itu dila
kukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pu
sat. Konsekuensinya, putusan ini tidak 
~gubris ketika diajukan ke pem!'adilan 
di Amerika saat KBC meminta putusan 
arbitrllse-terkait uang Pertarnina yang 
ada dalam rekening koran sebuah bank di 
Amerika-dieksekusi. 

Upaya hukum kedua adalah penolakan 
untuk melaksanakan putusan arbitrase. 
Penolakan ini dilakukan melalui peng
adilan di mana aset pihak yang kalah 
berada. Untuk diketahui, dalam perkara 
perdata, baik di pengadilan maupun di 
arbitrase, sebuah putusan hanya memi
liki makna menang di atas kertas apabila 
pihak yang kalah tidak mau melaksana
kan putusan secara sukarela. 

Bagi pihak yang menang, upaya yang 
tersedia adalah melakukan upaya paksa 
dengan meminta ke pengadilan dan 
pengadilan yang melakukannya. Proses 
ini disebut sebagai proses eksekusi pu
tusan. Intinya pengadilan akan memak
sakan putusan untuk dipatuhi pihak yang 
kalah. Pengadilan yang berwenang untuk 
diminta adalah pengadilan di mana ob
yek yang hendak dieksekusi berada. 
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Bisa gagal 
Dalarn perkara pengadaan satelit.un

tuk Slot Orbit 123, jika Kemenhan tidak 
mau melaksanakan putusan a.rbitrase se
cara sukarela, pihak penyedia satelit akan 
meminta pengadilan di mana Kemenha1_1 
memiliki aset untuk melakukan eksekus1. 
Secara logika ban yak pihak akan berpen
dapat putusan arbitrase itu dibawa ke 
pengadilan Indonesia 

Dalarn konteks ini mungkin proses 
hukum tindak pidana korupsi bisa di
lakukan. Strateginya adalah pengadilan 
Indonesia akan menolak putusan ar
bitrase-yang diminta untuk dilaksana
kan-dengan alasan kasusnya terindikasi 
korupsi. Strategi seperti ini bisa saja 
berhasil atas dasar alasan bahwa putusan 
yang hendak dieksekusi me!angg::rr. ke
tertiban umum di Indonesia. Iru JUga 
dilakukan dalarn perkara KBC melawan 
Pertarnina. Saat itu proses hukum tindak 
pidana korupsi dilakukan. . 

Hanya saja, tindak pidana }>orupsi 
yang harus dibuktikan adalah adan)_'a 
delik korupsi yang dilakukan penye~a 
satelit atau dib~ adanya delik 

ku.-upsi dalarn kontrak pengada~ sa
telit. Narnun, jika delik korupsi yang 
hendak dibuktikan lebih ke masalah 
pengadaan internal di Kemenhan, maka 
upaya ini tidak akan terlalu banyak 
membantu dalarn upaya untuk mela
kukan penolakan terhadap putusan ar
bitrase. 

Strategi untuk melakukan p~nol~ 
bisa gagal karena pihak pen)_'edia sate~t 
tidak pergi ke pengadilan di Indonesia 
untuk melakukan eksekusi atas putusan 
arbitrase yang mereka menangi. 

Penyedia satelit bisa saja pergi e 
pengadilan-pengadilan di luar negeri 
di mana Pemerintah Indonesia me
miliki aset sepanjang bukan aset milik 
kantor perwakilan Indonesia di luar 
negeri, seperti kedutaan besar a tau kon
-sulat jenderal. Penyedia satelit akan 
menibangun argumentasi bahwa Ke
menhan merupakan bagian dari Pe
merintah Indonesia dan Pemerintah In
donesia adalah pemegang saharn se
juinlah BUMN. 

Saat ini ada sejumlah BUMN yang 
memiliki aset berupa tanah dan ba
ngunan serta rekening koran di 
bank-bank luar negeri. Dalarn konteks 
demikian, bukan tak mungkin aset-aset 
BUMN itulah yang akan diminta untuk 
dieksekusi oleh pengadilan setempat 
sebagai upaya pelaksanaan putusan ar
bitrase. Oleh karena itu, upaya me
nempuh proses hukum yang berkaitan 
· dengan pi dana tidak akan bermanfaat. 

Di sinilah pentingnya· pemerintah 
untuk lebih fokus dalarn mengarnbil 
langkah agar putusan arbitrase tidak 
dilaksanakan atau dibatalkan. Pemerin
tahjanganjustru melebar ke mana-ma
na. Kalaupun ada indikasi tindak pidana 
korupsi, proses saja ka8us tersebut, 
tetapi tak seharusnya digunakan sebagai 
strategi untuk menghindari eksekusi 
atas putusan arbitrase. Pemerintah per
lu mendengarkan ahli atau pengacara 
berkaliber internasional yang mema
harni seluk-beluk upaya pembatalan pu
tusan, baik di Inggris maupun Singa
pura, dan pengacara lokal yang mema-
harni soal tersebut. / 


